
 

 
   

 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 

NOMOR 3 TAHUN 2020 
 
 

TENTANG  
   
  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN  BUPATI PADANG PARIAMAN  

NOMOR 2 TAHUN  2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya dana hibah dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi 

dan rekonstruksi pascabencana, perlu dilakukan 
penyesuaian penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

Anggaran 2020; 
b. bahwa terdapat penyesuaian terhadap Dana Alokasi 

Khusus Fisik Tahun 2020; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang  Perubahan 
Atas Peraturan  Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun  

2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

Anggaran 2020; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3898); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera 

Barat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4187); 

 

 

4. Undang ... 

SALINAN 



 

 
 

 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Padang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3164); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 
Nomor 4577); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6322); 

 

 

12. Peraturan ... 



 

 
 

 
 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 

Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

224/PMK/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah 
dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan 
anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 

  18. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari 
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah daerah Untuk 
Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
16 Tahun 2010 tentang Pokok–pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah; 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

Anggaran 2020; 

  22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 

2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. 

 

 

 

Memutuskan ... 



 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PADANG 
PARIAMAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 

ANGGARAN 2020. 
   

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 2) 

diubah sebagai berikut :   
 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut : 

 

1. Pendapatan  Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran 

 a. Pendapatan Asli Daerah   Rp. 109.467.232.000,00 109.467.232.000,00 

 b. Dana Perimbangan           Rp. 1.144.196.529.000,00 1.143.646.529.000,00 

 
c. Lain-lain Pendapatan 
    Yang Sah 

Rp. 
225.715.371.812,00 225.715.371.812,00 

 Jumlah Pendapatan             Rp. 1.479.379.132.812,00 1.478.829.132.812,00 

2. Belanja    

 a. Belanja Tidak Langsung   Rp. 906.797.476.796,00 906.797.476.796,00 

 b. Belanja Langsung            Rp. 586.831.656.015,14 611.708.853.015,14 

 Jumlah Belanja  Rp. 1.493.629.132.812,00 1.518.506.329.812,00 

 Surplus/(Defisit) Rp. (14.250.000.000,00) (39.677.197.000,00) 
3. Pembiayaan Netto    

 a. Penerimaan                                     Rp. 30.000.000.000,00 55.427.197.000,00 

 b. Pengeluaran                     Rp. 15.750.000.000,00 15.750.000.000,00 
 Pembiayaan Netto                Rp. 14.250.000.000,00 39.677.197.000,00 

     

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) 
tahun berkenaan 

Rp. 0,00 0,00 

 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 
      

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman. 
   

  Ditetapkan di Parit Malintang 
pada tanggal 3 Februari 2020  

      BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 
 

                         dto 
 

ALI MUKHNI 

 
 
 

 
 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 3 

 

Diundangkan  di Parit Malintang 

pada tanggal 3  Februari 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 
dto 

 
JONPRIADI 


